
PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANT ARA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 
DEN GAN 

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KLATEN 
TENT ANG 

PENANGANAN MASALAH HUKUM 
BIDANG PERhATA DAN TATA USAHA NEGARA 

' • 
' ' Nomo·r·;!l�2,,yPR.Q8-PKS/ 3310/07 /2024 

Nomor: �-U5 I M.3.19.5 t c«! 07 I 2024 

PERJANJJAN KERJASAMA ini, dibuat di Kloten, pada hari mi, Senin tanggal I 
Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh F.mpat (1 Juli 2024), oleh dan antarn: 
l . Jr. Prlmu1 Suprlono, S.TP, : Ketua Komisi Pcmilihan Umum Kabupaten 

Klaten, dalam hal ini bertindak 
tmtuk dan utas nama Kcmrsi 
Pem.ililum Umum Kabupaten 
Klatcn. bcrkedudukan clan 
berkantor di JI. Mayor Kusmanto, 
�o. 25, Sekarsuli, Klaten L!tara, 
xabupaten Klaten, Jawa Tengah, 
Kode Pos 57432, yang eelanjumya 
disc but sebagru PIHAK 
PERT AMA. 
Kepala Kejaksaan Negeri 
Kal>upaten Klaten j.reksa MurlA, 
NIP. 197601091999031005), 
berkedudukan di d1 Jalan Pcmuda 
Nomor 232, Klaten Tengah, 
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa 
Tcnga.h, Kode Pos 57411, dalam 
ha! iru bcrtmdak untuk don alas 
nama .Jaksa Muda, selanJUtnya 
drsebut sebagai PJHAK KEDUA. 

PIHAK PERTAMA daa PIHAK KEDUA untuk selanJUtnya sccara bersama· 
sarna drsebut PARA PIHAK don secera sendiri-sendtn dieebut PIHAK, 

2. Faizal Banu, S.H., M.Hum, 



selanjulnya PARA PIHAK tcr\cbih dahulu mcncrangkan hal-hal scbagai bcrikut 

a bahwa PIHAK PERTAM.A merupakan lcmbaga penyelenggara 
pcnyclcnggaran pemilihan umum yang herkcdudukan di Kabupatcn Klaten. 

b. bahwa PIHAK KEDUA mcnuliki kcdudukan menjalankan tugas dan 
kewenangan dalam bidang pcrdata dan tata usaha negara serta tugas dan 
fungsi la.mnya berdasarkan Undang-Undang. 

c bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan tcrscbut pada 
huruf a, dan huruf b, PARA PIHAK scpakat untuk bekerjasama dalam 
rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha 
negara yang dihadapi PlHAK PERTAMA dengon mendasarkan pada 
peraturan perundang-undangan sebegai berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 16 Tu.hun 2004 tcntang Kcjaksaan Repubhk 

Indonesia (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, 
Tambo.han Lembnran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) 
scbagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 
202) tentang Perubahan ates Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tcntang Kcjaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Rcpubhk 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor &755J; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
[Lembarun Negaru. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 61091; 

3. Pernturan Preaiden Nomor 38 Tahun 20 IO ten tang Organisasi dan Tata 
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah bcbcrapa kah 
diubu.h lernkhir dengan Pcraturan Prcsidcn Nomor 15 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Pcraturan Prcsidcn Nomor 38 Tahun 
2020 tentang Orgamsasi dan Tata Kcrja Kcjaksaan Repubhk Indonesia 
jLembaran Negara Republik Indonesia To.hun 2021 Nomor 67); 

4. Pcraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang 
Orgamsasr dan Tata Kcrja Kejakeaan Republuc Indonesia {Serita Negara 
Republik lndonesida Tahun 2017 Nomor 1069! sebagaimana tclah 
beberapa kali diubah terakhir dcngo.n Pcmturan Kejaksuan Nomor I 
Tahun 2022 tcntang Pcrubahan Ketiga alas Peraturan Jaksa Agung 
Numor PER-006/A/JA/07/2017 tcntang Organisasi dan Tata Kerja 
Kcjaksa.an Republik Indonesia (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 33); 

5. Pcraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pcdomun 
Pclaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan 
Hukum, Tindakan Hukum Lam, dan Pclayanan Hukum di Bidrmg 
Perdata dan Tata UMha Negara (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
202 l Nomor 1364); 

6. Per .. tunm Komisi Pcmilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata 
Kerja Komrst Pcmilihan Umum, Komisi Permlihan Umum Provinsi, dan 
Kormst Pemilihan Umum K.abupaten/Kota (Serita Negan, Repubhk 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kah 
d.iubah terakmr dengan Peraturan Komisi Permhhan t.;mum Nomor 5 
Tahun 2022 tcntang Perubahan Keempat alas Pcraturan Konm,1 



Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tcntang Tata Kerja Komisi 
Pemthhan Umum, Komisi Pemilihun Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2022 Nomor g84); dan 

7. Pcraturan Komisi Pcmilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 
Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kcrja Sckrctariat Jenderal 
Komisi Pemil!han Umum, Sekretariat Komisi Pcmilihnn Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Um um Kabupaten/Kota (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Numnr 1235) ,,dmgaimana tclah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraluran Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fung!II, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekn:tariat Jenderal Komisi Pemi11han Umum, Sekretanat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sckretariat Komisi Perrulihnn Umum 
Kabupatcn/Kota {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
99). 

8. Peraturan Komis! Pemihhan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Tahapan dan Jadwal Pt:nyelenggaraan Pcmi!ihan Umum Tahun 2024. 

Bahwa dalrun mcnghadapi masalah hukum bidang pcrdata dan tata usaha 
negara, PARA PIHAK scpakat umuk mengadakan keqasamn yang dituangkan 
dalam bentuk Perjanjian Kcrja Sama, dengan ketentuan sebo.gai l>crikut: 

PASAL 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) PcrjanJio.n Kerja Sama im dimaksudkan untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang perdata dan tetc 
usaha neguru. 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bcrtujuan untuk mcningkatkan cfcktifitas 
penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata 
dan tata usaha ncgara, bark di dalarn maupun di luar pengadilan, yang 
dihadapi oleh PIHAK PERTAMA. 

PASAL 2 
RUANO LINGKUP 

Ruang lingkup Pcr;anjian Kerja Sama mi mcliputi: 
a. pemberian bantuan hukum olch Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam 

pcrkara perdala maupun tata usaha negara untuk mewakili PIHAK 
PERTAMA bcrdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagal Penggugat 
maupun eebagai Tergugat yang dilakukan sccera litigasi maupun non 
litigasi; 

b. pcmberian perlimbangan hukum oleh ,Jaksa Pengacara Negara {JPN) dengan 
membcrikan Pcndapat Hukum (l.egal Opinion/LO) dan/atau Pendrunpingan 
Hukum (Legal Assistance/LAI di brdang Perdata dan Tata Usaha Negara 
dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di bidang Hukum Perdata dan Tata 
Usaha Negara, 

I� 



c. tindakan hukum lain, yaitu pembenan layanan hukum lam olch Jaksa 
Pengacara Negara pPN) dalam rangka menyelamatkan dan memuhhkan 
keuangan/kekayaan negara serta mencgakkan kewibawaan pemerintah 
mclalui konsihasi, medias, dan fasilitasi; 

d. peningkatan kompetcnsi sumbcr daya manusia lennasuk mclalui petsuhan 
bersama di dalam dan di luar ncgcn, sosialisasi, magang dan pcnycdiaan 
naraeumbcr, 

c. kcrjasama lain dalam rangka mttigasi risiko hukum, tcnnasuk pencegahan 
tindak pidana korupsi. 

PASAL 3 
PELAKSANAAN 

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pembertan bantuan hukum, 
pertunbangan hukum, dan tmdakan hukum lam, PIHAK PERT.AMA terlebih 
dahulu menyampalkan permohonan secara tertul!s drtujukan kepada 
PIHAK KEDUA dengan disertru dokumen yang berkrutan dengan 
permasalahan hukum dimaksud. 

(2) PIHAK KEDUA dapat membcnkan pcrtimbangan hukum tanpa permintaan 
PIHAK PERTAMA dalam rangka tata kelola pemermtahan yang baik (Good 
C'.r0vemancf'j dan mitigasi risiko hukum. 

!3) Pennohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sctelah 
dinyatakan diterima oleh PlHAK KEDUA, sclanjutnya PIHAK PERTAMA 
menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA. 

(41 Dalam ha! penyelesaian permasalahan hukum sebagarmana dimaksud pada 
ayat {!), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan 
materi permasalahan. 

(SJ PARA PIHAK saling membenkan mfonnasi dan melakukan koordinasi 
untLlk menentukan langkah yang drperlukan sebagai upaya penyelesaian 
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

PASAL 4 
BlAYA 

Biaya yang tambul seoegar akibat dan pelaksanaan Perjanjian KeIJa Sama mi 
akan menjadr be ban dan tanggung jawab PIHAK PERT AMA 

PASAL S 
KERAHASIAAN 

(I) PARA PIHAK berkewsjiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasLlk 
menytmpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan infbrmasi 
yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama im 

(2) PARA PIHAK hanya dapat memanfantkan data sesuai dcngan maksud dan 
tujuan Perjanjian Kerja Sama mi berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Kewajiban kerahasman sebagaunana dunaksud pada ayat (!) dan ayat (2) 
tetap akan berlaku mesklpun Perjanjran Kerja Sama ,m telah berakhrr arau 
diakhin lebih awat, 



PASAL 6 
JANGKA WAKTU 

(1) Perjanjian Kcrja Sama im bcrlaku untuk Jangka waktu 2 (dua) tahun 
tertutung sejak tanggal ditandatangaru. 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat drperpanjang sesuar kesepakatan PARA 
PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordrnasikan paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa bcrlakunya Pcrjanjtan Kerja Sama ini 
bcrakhir. 

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiti sebelum jangka waktu 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dcngan kctcntuan, PIHAK yang 
bermaksud untuk mengakh1ri Perjanjian Kcrja Sama memberitahukan 
maksud tcrscbut sccaratertulis kepada PJHAK lainnya pahng lam bat 3 [trga] 
bulan sebelum diakhtrinya Perjanjian Kerja Sama im. 

PASAL 7 
KORESPONDENSI 

Sctiap pembcritahuan, surat-menyurat, tegihan. dokumcn, dan korespcndensi 
lamnya d1 antara PARA PIHAK, harus dibuat sccara tcrtuhs dan dapat 
disampaikan melalui pos tercatat, ckspedisi [kurir], fakstmili atau email dengan 
mcnggunakan alamat scbagai bcrikut: 

a. PIHAK PERTAMA 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 
u.p. 
Ala.mat 

Tclcpon 
Email 

: Kctua Komisi Pemilihan Umurn 
: JI. Mayor Kusmanto No. 25, Sekarsuli, Klatcn Utara, 
Kabupaten Klatcn, Jawa Tengah 57432 

: (02721 327200 

b. PIHAK KEDUA 
KEJAKSAAN NEGERI KLATEN 
up. 
Alam al 

Telcpon/Fax 
Email 

· Kcpala Kejaksaan Negcn Klaten 
JI. Pemuda SelaLan, No.232, Klaten Tengah, 
Kabupatcn Klatcn, Jawa Tengah, Kodc Pos 57411 

. (0272) 321014 / Fax. (0272) 324967 
j pn.kejanklater(i?,gmail.com 

PASAL 8 
KETENTUAN LAIN·LAIN 

(1) Hal-hal yang dianggap perlu rlan bc!um diarnr dalam Perjanjian Kerja Sama 
ini akan diatur dan ditctapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam 
suatu Adendum dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak 
tcrpisahkan dari Perjanjian KcIJa Sama ini. 

(21 Apabila terjadi pcrbcdaan penafsiran dalam pelaksanaan Pcrjanjian KerjA. 
Sama ini maka unluk pcnyclcsaiannya dilakukan bcrdasarkan kesepakatan 
oleh PARA PJHAK. 



(3) (3) Perjanjian kerja sama ini juga berlaku mengikat bagi satuan kcrja PARA 
PIHAK di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

PASAL 9 
PENUTUP 

Pcrjanjian Kerja Sama iru dibuat dalam rangkap 2 (dual bermeterm cukup dun 
masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda 
tangam dan dibubuhi cap instamn PARA PIHAK. 

PIHAK KEDUA, 
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI 
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